BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH

Menimbang:

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pengaduan

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Pengaduan yang Diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Pengaduan yang Diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dengan
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merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah;



Menetapkan :

8.

10.
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman
Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun
2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 107);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Pengaduan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN PENGADUAN YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Pengaduan yang Diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2022 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. obyek Pengaduan,;
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b. prinsip, kriteria dan jenis Pengaduan;
c. Pengelola dan Etika;

d. sarana Pengaduan;

e. mekanisme Pengelolaan Pengaduan;
f. penyelesaian Pengaduan;

g. penatausahaan Pengaduan;

h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

—

pembinaan dan penilaian kinerja; dan

j- perlindungan pengaduan.

2. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB
yakni BAB XIIA dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30
disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 29A dan Pasal 29B,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA
PERLINDUNGAN PENGADUAN
Pasal 29A

(1) Dalam hal diperlukan atau pengadu meminta
perlindungan, pimpinan penyelenggara wajib
memberikan perlindungan kepada pengadu selama

proses pengelolaan pengaduan.

(2) Perlindungan kepada pengadu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. jaminan kerahasiaan identitas;
b. memberikan rasa aman dalam memberikan
keterangan; dan
c. mendapat perlindungan hukum sesuai peraturan

perundang-undangan.

(3) Perlindungan  kepada pengadu diberikan sejak

diterimanya Pengaduan.



Pasal 29B

Penyelenggara atau atasan dari pihak yang diadukan wajib
memperlakukan pihak yang diadukan sebagai pihak yang

tidak bersalah sampai proses pembuktian selesai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Desember 2023
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

o

-,

AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001



